
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLINK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 1999  

TENTANG 

PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11/PNPS/TAHUN 1963 
TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : a. bahwa hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 
secara kodrati melekat pada diri manusia, meliputi antara lain hak 
memperoleh kepastian hukum dan persamaan kedudukan di dalam 
hukum, keadilan dan rasa aman, hak mengeluarkan pendapat, 
berserikat dan berkumpul serta mengingkatkan kesejahteraan 
masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

      b. bahwa Undang-undang Nomor 11/PnPs/Tahun 1963 tentang 
Pemberantasan Kegiatan Subversi bertentangan dengan hak asasi 
manusia dan prinsip negara yang berdasarkan atas hukum serta 
menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dalam penerapannya 
menimbulkan ketidakadilan dan keresahan di dalam maysarakat. 

      c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu 
membantuk Undang-undang tentang Pencabutan Undang-undang 
Nomor 11/PnPs/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan 
Subversi. 

 
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 
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Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENCABUTAN UNDANG- 
UNDANG NOMOR 11/PNPS/TAHUN 1963 TENTANG 
PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI. 

 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
 

Pasal 1 
 

Mencabut Undang-undang Nomor 11/PnPs/Tahun 1963 tentang 
Pemberantasan Kegiatan Subversi (Lembaran Negara Tahun 1969 
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2900). 

 
 
 

Pasal 2 
 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 


